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A B S T R A K 

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk: 1) Untuk mengetahui pandangan 
hukum Islam tentang hak waris anak dalam kandungan, dan 2) Untuk 
mengetahui metode pembagian hak waris anak dalam 
kandungan.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan 
melibatkan analisis yang bersumber pada kepustakaan (library research), 
dan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian normatif yuridis 
yaitu, pendekatan yang berfokus pada aspek-aspek hukum, serta 
menjadikan aturan hukum menjadi fokus penelitian. Serta data yang 
disajikan dalam penelitian ini bersumber dari Al-Qur’an, Buku-buku 
Hadist, Buku-buku fikih, Jurnal, dan literatur lainnya yang relevan dengan 
fokus penelitian. Kemudian dikumpulkan dan dianalisa sehingga 
menghasilkan gambaran yang sebenarnya tentang hukum yang berkaitan 
dengan pandangan hukum Islam tentang hak waris anak dalam kandungan. 
Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Terdapat dua syarat 
kumulatif yang harus dipenuhi agar anak dalam kandungan mempunyai 
hubungan kewarisan dengan pewaris, serta berhak mendapatkan hak 
warisnya sebagai anak dalam kandungan yaitu terbukti keberadaan janin 
secara pasti dalam rahim ibunya ketika pewaris meninggal dunia dan anak 
yang masih dalam kandungan dilahirkan dalam keadaan hidup, 2) Dalam 
pembagian warisan anak dalam kandungan berdasarkan hukum Islam, 

terdapat dua metode pembagian yang dapat dilakukan terhadap hak waris anak dalam kandungan ialah 
pembagian yang akan dilakukan setelah anak dalam kandungan lahir (ditunda), atau dengan metode 
pembagian yang dilakukan ketika anak masih dalam kandungan ibunya. 
A B S T R A C T 

This study was conducted with the following objectives: (1) to examine the Islamic legal perspective on the 
inheritance rights of a fetus (an unborn child), and (2) to identify the methods of distributing inheritance rights 
to a child in the womb. This research employs a qualitative method through library research, supported by a 
normative juridical approach—an approach that focuses on legal aspects and places legal norms at the center 
of analysis. The data presented in this study are derived from the Qur’an, hadith collections, works of fiqh, 
academic journals, and other relevant literature. These materials were collected and analyzed to produce an 
accurate description of the legal provisions related to the Islamic legal perspective on the inheritance rights of 
a child in the womb. The findings of this study indicate that: (1) there are two cumulative requirements that 
must be fulfilled for a child in the womb to have an inheritance relationship with the deceased (the heir) and 
thus be entitled to receive their share, namely: the confirmed existence of the fetus in the mother’s womb at the 
time of the heir’s death, and the child being born alive; (2) in the distribution of inheritance to a fetus according 
to Islamic law, there are two possible methods: postponing the distribution until the child is born, or 
distributing the inheritance while the child is still in the womb. 

1. INTRODUCTION 

Ketika seseorang telah meninggal dunia, maka urusan keduniawiannya telah selesai. Namun disisi 
lain berdampak kepada keluarga yang ditinggalkannya. Salah satu dampak yang terjadi yaitu dalam 
pembagian harta peninggalan orang yang telah meninggal. Orang yang telah meninggal dunia (wafat) ia 
akan meninggalkan keluarga, kerabat, serta harta benda (warisan) yang dimiliki semasa hidupnya. Dimana 
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harta benda peninggalan tersebut itulah yang akan menjadi warisan untuk keluarganya yang termasuk 
sebagai golongan ahli waris.  

Dalam hukum Islam, pembagian harta benda peninggalan pewaris atau biasa disebut juga sebagai 
tirkah pewaris, dan merupakan topik yang dibahas dalam ilmu fikih mawaris.  Hal ini bertujuan untuk 
memecah konflik yang dapat terjadi antara ahli waris (Suhrawardi K. Lubis dan Komis, 2004),  

Sepeninggalan seorang pewaris dapat memicu berbagai konflik yang bisa saja terjadi, terutama 
terkait harta warisan peninggalan pewaris yang dimiliki semasa hidupnya. Terlebih lagi jika sebelumnya 
pewaris tidak menyiapkan surat wasiat kepada siapa saja hartanya akan diwariskan nanti ketika pewaris 

wafat, maka situasi ini dapat menjadi konflik di antara sesama ahli waris (Maulana Miftahul Khairi, 2021). 
Konflik yang muncul akibat harta warisan, sering kali menjadi penyebab perselisihan dalam sebuah 

keluarga, terutama dalam menentukan siapa saja yang memiliki hak atas harta benda (warisan) tersebut, 
serta besar berapa bagian yang akan diterima?. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman mengenai warisan 
adalah langkah yang perlu untuk menghindari perselisihan yang dapat timbul dalam keluarga, terutama 
dalam kasus pembagian warisan. Salah satu perselisihan yang umum terjadi dalam masalah pembagian 
warisan, yaitu ketika ada ahli waris merasa bahwa pembagian warisan tidak adil. Hal ini dapat 
menyebabkan keretakan hubungan kekeluargaaan, bahkan berujung pada tindak kekerasan karena 
warisan.  

Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan pembagian warisan secara damai, transparan, 
serta melibatkan musyawarah diantara ahli waris, hal ini sebaiknya dilakukan sesuai dengan katentuan-
ketentuan yang telah ditetapkan di dalam Al-Qur’an yang berkaitan dengan pembagian warisan, guna 
menghindari konflik seperti perebutan harta warisan dalam keluarga (Raja Ritonga, 2024). 

Dalam hukum Islam, ketika menetapkan ahli waris terbagi menjadi tiga bagian yaitu : dzawil 
furudh, dzawil ashabah, dan dzawil arham. Dzawil furudh dan dzawil ashabah merupakan ahli waris yang 
memiliki hubungan darah dengan pewaris, dan berhak atas warisan tersebut. Sedangkan dzawil arham 
yaitu orang-orang yang secara kekerabatan dengan pewaris, akan tetapi bagiannya tidak diatur sehingga 
tidak berhak menjadi ahli waris selama dzawil furudh dan dzawil ashabah masih ada (Maimun Nawawi, 
2016).  Salah satu aspek yang sangat penting dalam menetapkan bagian warisan ialah mengetahui jenis 
kelamin setiap ahli waris. Dimana dalam konteks kewarisan dalam Islam tidak dipandang dari segi usia ahli 
waris. 

Dalam penetapan ahli waris, maka terdapat syarat yang harus dipenuhi. Adapun syarat ahli waris 
dikatakan dapat mewarisi, yaitu ketika sepeninggalan pewaris, ahli waris harus dalam keadaan hidup. Akan 
tetapi, tidak menutup kemungkinan ketika pewaris meninggal dunia, terdapat salah satu ahli warisnya 
merupakan anak dalam kandungan, yang tentu saja belum diketahui secara pasti keadaannya dalam 
kandungan ibunya.  

Sebagaimana  masalah ini, belum dibahas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga status hak 
waris anak dalam kandungan tidak jelas, apakah keberadaan anak dalam kandungan termasuk sebagai ahli 
waris? atau ketidakpastian dalam keberadaannya mengakibatkan anak dalam kandungan tidak diakui 
sebagai ahli waris?. 

 

2. METHOD 

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan metode studi pustaka, yaitu 
penelitian yang memanfaatkan berbagai sumber kepustakaan sebagai bahan utama dalam mengolah dan 
menganalisis data sebagaimana lazim dilakukan dalam kajian hukum Islam (Khairi, 2021). Seluruh data 
diperoleh dari kitab-kitab klasik, jurnal ilmiah, artikel, dan literatur lain yang relevan untuk memahami 
secara komprehensif pandangan hukum Islam mengenai hak waris anak dalam kandungan. Penelitian ini 
juga menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada kajian aturan-
aturan hukum, nash syariat, dan prinsip-prinsip fikih yang berkaitan langsung dengan persoalan kewarisan 
(Lubis & Komis, 2004). 

Data dalam penelitian ini berfungsi sebagai sarana konfirmasi teori dan sebagai pijakan dalam 
menarik kesimpulan. Sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari 
sumber-sumber utama seperti Al-Qur’an, kitab-kitab Hadis seperti Shahih al-Bukhari dan Shahih Muslim, 
serta kitab fikih klasik seperti al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu, al-Mawārīts fī al-Syarī‘ah al-Islāmiyyah, dan 
al-Khulāshah fī ‘Ilm al-Farāidh (Nawawi, 2016). Sementara itu, data sekunder diperoleh dari jurnal, artikel, 
dan literatur pendukung lainnya yang berhubungan dengan tema penelitian sehingga memperkaya dan 
memperkuat analisis (Khairi, 2021).
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Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri, 

mengumpulkan, dan mengkaji berbagai sumber teoretis yang relevan dengan isu penelitian. Setiap data 
yang terkumpul kemudian diseleksi untuk memastikan kesesuaian dengan fokus penelitian sehingga hanya 
data yang relevan dan mendukung pembahasan yang digunakan sebagai rujukan (Ritonga & Harahap, 
2024). 

Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif. Tahapan analisis 
meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Penarikan 
kesimpulan dilakukan pada tahap akhir setelah seluruh data dianalisis secara sistematis dan disesuaikan 
dengan rumusan masalah sehingga menghasilkan pemahaman yang utuh mengenai pandangan hukum 
Islam tentang hak waris anak dalam kandungan (Khairi, 2021).  

 
3. RESULT AND DISCUSSION 

METODE PEMBAGIAN HAK WARIS ANAK DALAM KANDUNGAN 
A.  Konsep Pembagian Warisan Anak dalam Kandungan  

Dalam hukum Islam telah ditetapkan aturan pembagian hak atas harta warisan dengan cara adil 
dan terperinci. Dalam hukum Islam juga mengatur tentang hak kepemilikan yang dimiliki oleh setiap 
manusia, baik itu laki-laki maupun perempuan (Heva Derika Mustofa et al, 2023). Dalam pembagian warisan 
anak dalam kandungan, dapat dilakukan dengan dua cara (sutrawardi,2023) yaitu : 

1. Dilakukan dengan cara dibagikan setelah anak tersebut lahir (ditunda). 
Dengan menunggu lahirnya anak dalam kandungan, maka dengan menggunakan metode ini, lebih 

memudahkan untuk penentuan status dan bagian anak dalam kandungan tersebut, sebagai ahli waris dari 
pewaris. Hal ini mencegah timbulnya masalah karena keadaan anak tersebut sudah pasti, dan hak waris 
anak yang sudah jelas keadaannya tidak akan menjadi masalah (anwar,2021) Maka saat lahirnya anak 
dalam kandungan dengan keadaan hidup serta dengan jenis kelamin yang sudah jelas, akan membuat 
pembagian warisan dapat dilakukan secara adil dan mudah tanpa memperkirakan keadaan anak dalam 
kandungan.  

2. Pembagian dilakukan saat anak belum dilahirkan. 
Apabila terdapat beberapa atau bahkan semua dari ahli waris meminta agar proses pembagian harta 

warisan peninggalan pewaris dipercepat, tanpa harus menunggu kelahiran anak dalam kandungan, maka 
para ulama berbeda pendapat tentang boleh tidaknya membagi harta warisan kepaa ahli waris, sedangkan 
ada diantara ahli waris yang belum diketahui dengan pasti keadaannya dalam kandungan, sehingga sulit 
dalam menentukan status kewarisannya, pendapat-pendapat yang dimaksud sebagai berikut: 
a. Pendapat mazhab Malikiyyah dan Syafi’iyyah ialah bahwa ahli waris tidak diperkenankan untuk 

membagi harta warisan sebelum kelahiran janin yang ada dalam kandungan sampai keadaannya 
menjadi jelas. Sebab pembagian warisan sebelum waktu tersebut dianggap masih terlalu dini sehingga 
berpotensi merugikan pihak-pihak ahli waris yang lain. Kondisi seperti ini dapat mengakibatkan 
berbagai ketidakpastiaan, dimana anak yang masih dalam kandungan mungkin tidak mendapatkan 
bagian warisan 

b. Pendapat mazhab Hanafiyyah dan Hanabilah ialah tidaklah wajib bagi ahli waris untuk menunggu 
hingga bayi lahir, karena untuk mencegah upaya kemaslahatan dimana dapat memberatkan ahli waris 
yang lain. Akan tetapi, pembagian warisan ini harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian, dengan 
mempertimbangkan kemungkinan bagian yang akan diterima anak dalam kandungan. Dimana bagian 
anak dalam kandungan ditangguhkan hingga keadaannya sudah jelas. 

c. Sedangkan pendapat sebagian ulama Hanafiah bahwa jika kelahiran bayi yang diperkirakan tidak 
lama lagi, maka berbijaksanalah dalam menunggu hingga anak dilahirkan. Hal ini dilakukan karena 
tidak ada kerugian yang muncul bagi ahli waris lainnya dalam proses menunggu kelahiran anak. 
Namun sebaliknya jika kelahiran anak dalam kandungan dianggap terlalu lama, maka harta warisan 
dapat dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan perkiraan bagian yang diterimanya. Sedangkan 
bagian untuk anak dalam kandungan ditahan hingga kejelasan statusnya jelas (Nashir, t.p 1432) 

Dari pendapat-pendapat di atas dapat diketahui bahwa dalam pembagian warisan, pentingnya 
memperhatikan hak-hak setiap ahli waris dan bersikap adil serta berhati-hati, dalam keadaan bayi yang 
belum lahir dan kebutuhan ahli waris yang sudah jelas keadaannya untuk mendapatkan haknya sebagai ahli 
waris. Sebagaimana tujuan hukum Islam sebagai kemaslahatan hidup manusia. 

Jika ahli waris yang lain menginginkan agar harta warisan disegerakan pembagiannya, maka harta 
warisan dapat dibagi dengan cara memperhitungkan bagian berdasarkan tiap-tiap perkiraan anak dalam 
kandungan, kemudian melakukan perkiraan yang memiliki bagian warisan paling besar diantara perkiraan, 
diberikan untuk bagian warisan anak dalam kandungan. Lalu bagian itu disimpan atau ditahan sementara, 
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hingga lahirnya anak dalam kandungan. Namun apabila saat kelahirannya dan kenyataannya berbeda 
dengan perkiraan saat dilakukan pembagian warisan, maka harta warisan dapat dibagi ulang. Dengan 
menggunakan metode ini, maka akan terjadi beberapa permasalahan yang mungkin saja terjadi. Karena 
ketidakpastian keadaan pada anak yang masih dalam kandungan ibunya (aswar, 2021) 

Hal ini dilakukan, sebab keadaan anak dalam kandungan masih buram, apakah keadaan anak dalam 
kandungan mati, seorang anak laki-laki, seorang  perempuan, kembar laki-laki, atau bahkan kembar 
perempuan, atau kembar laki-laki perempuan. Sehingga dalam kondisi ini dapat dilakukan enam perkiraan. 

Berikut langkah-langkah yang yang harus ditempuh dalam penyelesaian menggunakan enam 
perkiraan waris anak dalam kandungan yaitu : 

1. Menentukan bagian warisan kepada ahli waris yang lain (yang sudah jelas ketentuan bagiannya) 
sedangkan anak dalam kandungan dengan menggunakan enam perkiraan yaitu: mati, seorang laki-
laki, seorang perempuan, kembar laki-laki, kembar perempuan, dan kembar laki-laki perempuan. 

2. Menentukan asal masalah dengan mencari kelipatan persekutuan terkecil (KPK) pada setiap 
bagian perkiraan dan bagian ahli waris yang lain. 

3. Membandingkan di antara asal masalah yang ada dari enam perkiraan dengan menggunakan salah 
satu dari 4 cara ini (tadakhul, tamatsul, tawafuq, dan tabayun) untuk mendapatkan al jamiah yang 
digunakan untuk menyelesaikan enam perkiraan tersebut. 

4. Setelah di dapatkan al jamiah, lalu membagi al jamiah dengan asal masalah untuk menghasilkan 
juz’u siham. 

5. Kemudian mengalikan hasil  juz’u siham dengan setiap bagian ahli waris yang ada dari enam 
perkiraan, untuk mengetahui jumlah hak setiap ahli waris. 

6. Selanjutnya dilakukan perbandingan bagian anak dalam kandungan di enam perkiraan, jika 
seorang (ahli waris) menerima warisan dari semua perkiraan dan bagiannya tetap sama, maka 
bagian tersebut diberikan kepadanya. Dan jika bagian seseorang (ahli waris) menjadi lebih kecil 
diantara enam perkiraan, maka diberikan bagian yang kecil. Dan jika seorang ahli waris hanya 
menerima bagian hanya di satu perkiraan saja, maka bagiannya tidak diberikan terlebih dahulu. 

7. Menahan bagian terbesar dalam bagian perkiraan anak dalam kandungan, sampai keadaan janin 
menjadi jelas (Muhibbussabry,2024) 

Hal ini dilakukan agar apabila anak lahir dan ternyata tidak sesuai dengan perkiraan, maka bagian 
warisan yang sudah disiapkan itu tetap mencukupi, dan tidak akan mengurangi hak-hak anak dalam 
kandungan sedikit pun. Dan sebaliknya apabila terdapat kelebihan dari bagian yang seharusnya diterima, 
maka dapat dibagikan kepada ahli waris yang lain sesuai aturan hukum yang ada. Demikian kesepakatan 
ulama dalam memberikan bagian kepada janin yang masih dalam kandungan ibunya. 

Contoh: Seorang suami meninggal dunia, meninggalkan seorang istri yang hamil dan saudara 
kandung laki-laki. 

 
Ushul 
Masalah 

 4  8   8  8 
(16) 

 24  8/ 
(24 

Istri 1/
4 

1 1/
8 

1 1/8 1 1/8 1/ 
(2) 

1/8 3 1/8 1/ 
(3) 

Saudara 
kandung 
Laki-laki  

A 3 M - A 3 M - A 5 M - 

Hamil - - A 7 1/2 4 A 7/ 
(14) 

2/3 16 A 7/ 
(21) 

Perkiraan 
Hamil 

Me
nin
gga
l 

 Lk  Pr  
 

2 Lk  2 
Pr 

 Lk 
dan 
Pr 

 

Keterangan  : 
M : Mahjub 
A : Ashabah 

Gabungan Masalah 24ⅹ2= 48 
Juz’u Siham  12 6 6 3 2 2 
Istri 12 6 6 6 6 6 
Sdr Lk 
Kandung 

36 - 18 - 10 - 
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Hamil - 42 24 42 32 42 
 Maka dalam keadaan ini, bagian anak dalam kandungan yang ditangguhkan yaitu bagian terbanyak 
atau terbesar. Sehingga bagian terbesar pada keadaan ini ialah 42, dan merupakan bagian yang di 
mauqufkan yaitu bagian perkiraan anak laki-laki, kembar dua laki-laki, kembar laki-laki perempuan.   

B. Keadaan Anak dalam Kandungan 
Dalam masalah waris, ada beberapa keadaan yang mungkin saja dapat terjadi, contohnya anak 

dalam kandungan boleh saja menghijab ahli waris yang ada secara hijab hirman ( terhalang total) atau 
terhijab (terhalang) oleh ahli waris yang lain, atau boleh jadi mendapatkan bagian dalam satu keadaan dan 
tidak mendapatkan dari keadaan yang lain (Muhibbussabry,2024) 

Sehingga terjadi beberapa kemungkinan yang dapat terjadi ketika dilahirkannya anak dalam 
kandungan. Adapun yang digunakan di sini yaitu: 
1. Keadaan pertama, yaitu jika janin yang masih dalam rahim ibunya, dan keadaannya tidak termasuk ahli 

waris dalam kondisi apapun, baik anak tersebut lahir dalam keadaan laki-laki maupun perempuan. 
Sehingga tidak perlu untuk menunggu lahirnya anak dalam kandungan. Contohnya seorang suami 
meninggal, dan ahli warisnya terdiri dari seorang istri (yang menjadi ahli waris), ayah (yang menjadi 
ahli waris), dan ibu yang mengandung  (mengandung anak dari suami yang lain, bukan dari ayah 
kandung pewaris). Yang berarti jika janin yang ada dalam kandungan ibu pewaris lahir, maka posisinya 
sebagai saudara laki-laki seibu pewaris. Maka pada ssituasi ini, posisi anak dalam kandungan menjadi 
terhijab, sebab keberadaan ayah pewaris sebagai ashabah (ahmad Sarwat,2021) Maka, dalam hal seperti 
ini harta warisan yang ditinggalkan pewaris dapat langsung dibagikan kepada semua ahli waris yang 
berhak tanpa memperhatikan lagi keadaan anak dalam kandungan. 

2.  Keadaan kedua, yaitu ketika janin dianggap dapat mewarisi dalam keadaan tertentu ( sebagai laki-laki 
atau perempuan), sedangkan tidak menjadi ahli waris dengan kemungkinan yang lain (dalam keadaan 
berkelamin khunsa), maka dalam keadaan ini, bagian tertentu dari harta warisan diberikan ke penerima 
waris yang ada, dengan memperhitungkan janin yang ada dalam kandungan ialah salah satu ahli waris, 
namun bagian ini ditangguhkan sementara sampai lahirnya anak dalam kandungan dengan keadaan 
hidup. Sehingga hak waris sepenuhnya diserahkan kepadanya dan ahli waris lainnya. Namun, jika 
setelah lahir dan ternyata tidak termasuk dalam kategori sebagai ahli waris, maka harta yang 
ditangguhkan tadi dibagikan kembali kepada ahli waris .  

Contohnya seorang laki-laki telah meninggal dunia dan meninggalkan istri, saudara bapak (paman 
kandung), dan istri dari saudara laki-laki kandung yang sedang hamil. Maka dalam keaadaan ini, bagian 
janin ditangguhkan hingga kelahirannya. Dan apabila janin tersebut dilahirkan sebagai laki-laki, maka 
bagian yang ditangguhkan tadi menjadi hak miliknya, karena ia merupakan anak laki-laki dari saudara 
laki-laki sekandung yang menjadikan posisinya lebih utama dibandingkan posisi paman kandung. Dan 
sebaliknya apabila janin lahir sebagai anak perempuan, maka sisa harta yang ditanggukan beralih 
menjadi milik paman kandung, karena anak perempuan dari keturunan saudara laki-laki sekandung 
merupakan zawil arham. 

3. Keadaan ketiga, apabila janin dalam kandungan sebagai ahli waris yang dapat mewarisi dengan segala 
kemungkinan (baik ia sebagai laki-laki ataupun sebagai perempuan) hanya saja hak warisnya bisa 
berbeda-beda nilainya (sesuai jenis kelamin), maka dalam keadaan ini diberikan dua kemungkinan dan 
dibekukan bagian untuk janin yang masih dalam kandungan dengan bagian maksimal. Hal ini 
disebabkan karena boleh saja janin sebagai anak laki-laki yang dimana bagian yang diperoleh laki-laki 
lebih banyak daripada bagian anak perempuan. Dan sebaliknya, mungkin saja berjenis kelamin 
perempuan yang memperoleh bagian lebih sedikit dari laki-laki.  

Contohnya seorang laki-laki meninggal dunia dan memiliki ahli waris seorang istri yang sedang 
hamil, ayah, dan ibu. 

4. Keadaan keempat, jika bagian janin dalam kandungan tetap bagiannya ketika sebagai laki-laki maupun 
perempuan, maka dilakukan pengisihan pada bagiannya, lalu memberikan bagian para ahli waris yang 
telah ada.  

Contohnya, seseorang meninggal dunia dan memiliki seorang saudara perempuan kandung, 
saudara perempuan seayah, dan seorang ibu yang hamil dari ayah yang bukan ayah kandung pewaris. 
jika janin tersebut lahir, maka bagian yang diperoleh tetap sebagai saudara seibu dari pewaris, (baik ia 
laki-laki maupun perempuan), karena posisinya sebagai saudara laki-laki seibu atau saudara 
perempuan seibu memiliki derajat yang sama. 

5. Keadaan kelima, jika hanya anak dalam kandungan sebagai ahli waris, atau terdapat ahli waris yang lain 
akan tetapi posisinya menjadi terhalang hak kewarisannya disebabkan adanya anak dalam kandungan, 
maka dalam keadaan seperti ini dilakukan penangguhan bagian warisan kepada ahli waris hingga masa 
kelahirannya. Jika janin terlahir dengan keadaan hidup, maka seluruh harta warisan merupakan 
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bagiannya, akan tetapi jika kelahirannya dalam keadaan mati, maka harta warisan dibagikan kepada 
semua ahli waris lainnya yang memiliki hak atas harta warisan. 

Contohnya, seseorang wafat dan meninggalkan menantu perempuan yang sedang hamil (istri dari 
anak laki-lakinya), dan saudara seibu. Maka dalam kondisi ini, anak yang dalam kandungan itu jika lahir 
akan menggugurkan hak waris saudara laki-laki seibu pewaris, karena bila janin tersebut lahir sebagai 
laki-laki maka posisinya sebagai cucu dari keturunan pewaris yang memperoleh seluruh sisa warisan 
yang ada karena merupakan ashabah. Begitupun sebaliknya, jika anak terlahir sebagai anak perempuan 
dari keturunan anak laki-laki pewaris maka, akan memperoleh setengah dari sisa harta warisan 
sehingga sisanya akan dibagikan kepadanya sebagai 
 

5. CONCLUSION 

Hukum Islam mengatur hak waris setiap ahli waris secara adil, termasuk bagi anak yang masih dalam 
kandungan. Seorang anak dalam kandungan dapat menjadi ahli waris apabila telah terbukti keberadaannya 
saat pewaris meninggal dan kemudian lahir dalam keadaan hidup. Dengan terpenuhinya dua syarat 
tersebut, statusnya dianggap hidup sehingga berhak menerima warisan. Dalam praktiknya, pembagian 
warisan bagi anak dalam kandungan dapat dilakukan dengan dua cara: ditangguhkan hingga anak lahir agar 
bagiannya dapat ditentukan secara pasti, atau dilakukan segera dengan menetapkan bagian tertinggi 
berdasarkan beberapa kemungkinan keadaan janin, yang kemudian disimpan sementara hingga anak lahir. 
Jika hasil kelahiran berbeda dari perkiraan, pembagian warisan dapat disesuaikan kembali. Intinya, hukum 
Islam memastikan bahwa hak waris anak dalam kandungan tetap terlindungi dan diberikan secara 
proporsional sesuai ketentuan syariat. 
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